MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jalan Boulevard No. 7 komplek Perkantoran Kota Depok KOTA DEPOK
JAWA BARAT

http://pn-depok.go.id/

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 April 2026 s/d 30 Juni 2026

JUMLAH 106 RESPONDEN
GENDER Laki-Laki: 52 org Perempuan : 54 org
PENDIDIKAN Tidak/Belum Sekolah : 0 org Diploma 2: 0 org
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI sD:0org Diploma 3:0org
NILAI INDEKS BERJALAN SMP :1org Sarjana S1: 66 org
SMU : 33 org Magister S2: 6 org
4’0 o / 99,95 % Diploma1:0org Doktor S3: 0 org
PEKERJAAN PNS:2org Wiraswasta : 31org
TNI:Torg Wirausaha : 14 org
Polri:2org Tenaga Kontrak : 0 org

Lainnya : 56 org

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3.99
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3.99
3. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 4.00

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,99 Terkait hasil survei terendah yaitu keseuaian pelayanan dengan prosedur yang berlaku, Pengadilan Negeri Depok melalui
pimpinan pengadilan selalu menghimbau kepada petugas pelayanan dan aparatur sipil Pengadilan Negeri Depok patuh dan melaksanakan setiap peraturan; 2. Indikator Biaya
Tambahan, mendapat indeks 3,99 Terkait hasil survei terendah yaitu Biaya Tambahan, Pengadilan Negeri Depok melalui pimpinan pengadilan selalu menghimbau kepada petugas
pelayanan dan aparatur sipil Pengadilan Negeri Depok untuk tidak memungut biaya tambahan di luar dari ketentuan terhadap pengguna layanan; 3. Indikator Percaloan, mendapat
indeks 4,00. Terkait hasil survei terendah yaitu Indikator Percaloan, Pimpinan Pengadilan Negeri Depok dalam rapat bulanan selalu melakukan pembinaan dengan memberikan arahan
dan peringatan terhadap petugas PTSP ataupun Karyawan Pengadilan Negeri Depok untuk tidak menawarkan bantuan dalam pengurusan surat maupun perkara dengan imbalan,
Pimpinan Pengadilan Negeri Depok selalu meminta agar para pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum terkait pendapat hukum atau pembuatan dokumen dapat
langsung diarahkan ke POS Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Depok agar mendapat layanan secara gratis.

26 Oktober 2026

. . - . . Ketua Pengadilan
* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi

kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki kualitas pelayanan.




